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Pokok utama: 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 89 dan Undang-Undang Layanan 

Ketenagakerjaan Pasal 40, majikan dari tenaga kerja asing kategori rumah tangga dan 

lembaga layanan ketenagakerjaan swasta bukan merupakan Pemotong Pajak yang 

ditetapkan hukum. Majikan kategori rumah tangga tidak dapat memotong terlebih 

dahulu pajak penghasilan tenaga kerja asing 

 

Isi teks lengkap:  

1. Sesuai penjelasan Surat Lao Zhi Wai Nomor 0910205963 Komite ini pada 7 Oktober 

2002 “…(5) Majikan kategori rumah tangga bukan termasuk Pemotong Pajak yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 89, majikan memotong biaya 

tersebut tidak dari semula diserahkan kepada perbendaharaan negara, maka demi 

menghindari majikan melanggar hukum atau dikarenakan kelalaian bisnis perusahaan 

layanan ketenagakerjaan sehingga menyebabkan majikan melanggar hukum, 

perusahaan layanan ketenagakerjaan tidak boleh lagi meminta majikan kategori rumah 

tangga memotong pajak penghasilan tenaga kerja setiap bulan.” Demikian dijelaskan.  

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pelapor Pajak dan Pembayar Pajak penghasilan 

warga negara asing yang dipekerjakan majikan untuk datang bekerja di Taiwan adalah 

warga negara asing tersebut, bukan majikan atau lembaga layanan ketenagakerjaan. 

Majikan dan lembaga layanan ketenagakerjaan dari tenaga kerja asing kategori rumah 

tangga bukan merupakan Pemotong Pajak yang ditetapkan hukum, maka majikan 

kategori rumah tangga tidak dapat memotong terlebih dahulu pajak penghasilan tenaga 

kerja asing. Jika warga negara asing melalui persetujuan tertulis meminta untuk 

disetorkan, pembukaan rekening pada lembaga keuangan harus dilakukan oleh warga 

negara asing. Majikan juga harus menyetor per bulan dan menyerahkan buku tabungan 

kepada warga negara asing, tidak dapat diserahkan kepada perusahaan layanan 

ketenagakerjaan untuk disimpan atau disetorkan. Berdasarkan ini, dalam kasus 

Perusahaan XXX menarik pajak penghasilan dengan jumlah total NTD 19.008 dari 

Bapak/Ibu XXX, jika tidak dapat menyediakan bukti terkait pembukaan rekening pada 

lembaga keuangan dan penyerahan buku rekening kepada Bapak/Ibu XXX dan lain-lain, 

jika telah memenuhi kriteria yang ditetapkan tersebut di atas dimulai dari diduga adanya 

pelanggaran terhadap peraturan Pasal 40 paragraf 5 Undang-undang ini, meskipun 

setelah kejadian perkara Perusahaan XXX mengembalikan pajak penghasilan kepada 

Bapak/Ibu XXX, tidak mengubah fakta atas terjadinya pelanggaran tersebut. Demikian 



dijelaskan.  


